Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

: 1.

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);



5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6 Noreg Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: [7-136/2025]).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

(1)

(2)

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan dsetujui bersama oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran RPJMD 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan
Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan
sekurang-kurangnya S (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 latar belakang
1.2 dasar hukum penyusunan
1.3 maksud dan tujuan
1.4 sistematika penulisan

BABII : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
paling sedikit memuat:
a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b. Sumber daya Perangkat Daerah;



BAB III

BAB IV

c. Kinerja  Pelayanan Perangkat  Daerah
(termasuk capaian SPM sesuai dengan
tupoksinya); dan

d. Kelompok sasaran layanan  (misalnya
Bappeda, kelompok sasaran layanannya
adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab

lainnya sesuai kondisi, seperti:

a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian
pelayanan (apabila ada);

b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
Perangkat Daerah (apabila ada); dan

c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung
jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
dan

b. Isu Strategis.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab III paling sedikit memuat:

1.
2.
3.

Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-
2029; dan

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun
2025-2029.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab IV paling sedikit memuat:

1.
2.
3.

Uraian Program;

Uraian Kegiatan;

Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator,
target, dan pagu indikatif;

Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung
program prioritas pembangunan daerah;

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah,
dan



6. Target kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BABV : PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting
substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.

2. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.

3. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

4. Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL



Diundangkan di Mataram
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. HUBAIDI, S.H., MH
NIP. 19790607 200501 1 012



